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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN

SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

:a. bahwa pemeliharaan burung walet dengan tujuan untuk mengambil

dan memanfaatkan sarang burungnya, banyak dibudidayakan warga
masyarakat sehingga merupakan merupakan obyek potensial
penerimaan pajak dalam rangka penggalian Pendapatan Asli Daerah
(PAD);

. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu diatur tata

cara pemungutan pajak Daerah atas pengambilan dan pengelolaan
sarang burung walet di Kabupaten Demak yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara 3209) ;

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) ;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negera Nomor 3648) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara 3685) ;

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negera Nomor 3686) ;
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7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 wntang Pemerintahan
. Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 ﬁom 60, Tambshan
Lembaran Negara 3839) ; :

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 temang Perimbangan
. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerth (Lembaran Negara
. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3848) ;

9., Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 testang Perubahan Atas
“ Undang ~ undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan -

- Retribugi Daerah (Lembaran Negara Talnm 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tantang Perluasan Kota
. Madya daersh Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976
. Nomor 25, Tambahan Lembaran NemNombr 3079);

| ‘11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 198:5 tentang  Pelaksanaan
- - Kitab Undang-undang Hukum Acara Pi (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran emNomor 3293);

g 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun ZM tentang Kewenangan
_ Pemerintah dan Kewenangan Propinsi semm Daerah Otonom
. (Lembearan Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahm Lembaran
Nega‘aNomor 3952); ;

. %
| 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tashun 2001 tentang Pajak Daersh
“ (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran

NegaraNomor 4138);

' 14 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
* Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
- Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemmntah dan Rancangan
Keputnsan Presiden ;

15 Peraturan Manten Dalam Negeri Nomor 4‘* Tahun 1997 tentang
Penyxdxk Pegawai Negeri Sipil di ngkungan I’emenmah Daerah ;

,16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
- Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dasmb Perubahan ;

17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tatacara Pungutan Pajak Daerah;

18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
- Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daeraﬁ

19‘ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang

~ Sistim Prosedir Administrasi Pajak daersh, %Rambusl Daerah dan
Ponenmaan Pendapatan Lain-lain ;

A,
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20, Peraturan Daersh Kabupsten Daerah Tingkat 1T Demak Nomor S

- Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IT Deniak (Lembaran Daersh
: Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

B MEMUTUSKAN : |
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DE) TENTANG
_ PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN SARANG

' BURUNG WALET.

& p

@

KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Persturan Daerah ini yang dimaksud dengaﬁ :
Daerah adalah Kabupaten Demak ;

_Pemerintah Kabupaten adalsh Bupati bese%h Perangkat Daerah
.. Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Dagrah;

_ Bupati adalah Kepala Daersh Kabupaten Demadk :

- Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan bupaten Demak ;
KuDMddﬁKanabK&MnDe@ak;

Pejabat adalsh Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
. perpajakan Daersh sesuai dengan Peraturan petundang-undangan ;

- Pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet adalah ussha
~ untuk memelihara, menangkarkan, membudidayakan dan mengelola
.burung walet dengan tujuan untuk diambil ?arang dan atau hasil
- lainnya yang dapat diperdagangkan ;

3
&
I

Mo o

. h - Tempat pemeliharaan adalsh rumah, bangunan, goa alam atan

tempat-tempat lainnya yang digunaken . untuk memelihara,
- mepangkarkan, membudidayakan burung walef ;

© 1. 'Sarang burung walet adalah sarang burung walet yang berada di

- lingkungan tempat pemeliharaan dalam Wilayah Kabupaten Demak ;

. Pajak Daerah yang selanjutnya dissbut Pajak adalah juran wajib yang

“dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa
‘imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
- hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
' dan pembangunan di Daerah ; v
k - Badan adalsh sekumpulan orang dan atan modal yang merupakan
: kesatuan baik yang melakukan usaha maupun:yang tidak melakukan
‘usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
. Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
‘nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun,, persekutuan, perkumpulen, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya ; 5

&
&
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L. Surat Pemberitahuan Pajak Daersh, yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
~melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang

- menurut Peratutan Perundang-undangan perpajakan Daerah ;

m. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
- surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penbayaran
. atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas Daerah atan tempat lain
. yang dietapkan oleh Bupati; .
* n Surat Ketetapan Pajak Daersh, yang selanjutnya disingkat SKPD
. adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak
o. ‘Surat Ketstapan Pajak Daersh Kurang Bayar, yang selanjutnya
* disingkat SKPDKB adalahsurat ketetapan yang menentukan besarnya
- jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan
- pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi sdministrasi, dan jumlah

. yang harus dibayar ; : 8

~ p. Surat Ketetapan Pajak daersh Kurang Bayar Tambahan yang
. selanjutnya didingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang

- menentukan tambahan atas jumlah pajak yang felsh ditetapkan ;

q. Surat Ketetapan Pajak Daersh Lebih Bayar yang selanjutnya

- disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah
‘kelebihan pembayaran pajak karena jumlsh kredit pajak lebih besar

. dari pajak yang terhutang atau tidek seharusnys terhutang ;

- 1. Surat Ketetapan Pajak Daersh Nihil, yang selanjutnya disingkat
- SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang
_ terhutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak

. terhutang dan tidak ada kredit pajak ;

~ 8. Surat tagihan Pajak Daersh, yang selanjutnya disingkat STPD adalsh
-surat yang dibuat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi

" berupa bunga dan atau denda . :

BAB II 3
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK
' Pasal 2 L

- Dengan nama Pajak atas Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung
Walet dipungut pajak terhadap setiap pengambilan dan pengelolaan
sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Demak yang dilaksanakan

~ oleh orang pribadi atau Badan. b

Pasal3

 Obyek Pajak adalah setiap kegistan dan usaha pengambilan dan
- pengelolaan sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Demak .
; Pasal 4 f
(1)‘,‘”Subyek Pajak adalah setiap orang atau Badan yang melakukan

kegiatan dan atau usaha pengambilan dan pengelolaan sarang burung
walet di Wilayah Kabupaten Demak. :
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(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
2 Untuk perorangan adalash orang vyang bersangkutan atan

b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kmsmgg.

BAB IIX
PERIJINAN
Pasal s

(1) Setiap kegiatan dan atau usaha pengambilui dm pengelolaan sarang
burung walet yang dilaksanakan oleh orang pribadi atan Badan yang
berada di Wilayah Kabupaten Demak, harus mendapatkan ijin dari
Bupati.

(2) Tatacara dan persyaratan perijinan nbagmmana dimaksud ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. ,

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasalé

(1) Setiap orang atan Badan yang melakukan kegiaten dan atau usshe
pengambilan dan pengelolaan sarang bm'ung walet berkewajiban
untuk :

a melaporkan rancanapoamabaanpengelolwmya ;

b. melaporkan rencana pengambilan sarang burung walet ;

c. memberikan kesempatan kepada petugss dari Dinas untuk
mengadaksn pemantauan dan atan masuk ketempat pengusshaan
dan pengelolasn sarang burung walet.

(2) Kewsjiban sebagaimana dimaksud ayat (1) hmxf a dan b dilakukan
selambsat-lambataya dalam waktu 7 (tujuh) hm sebelum pelaksanaan
kegiatan dilakuken .

BABY
DASAR PENGENAAN DAN TARII’ PAJAK
Pasal 7 :

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual perolehsn garang burung
‘walet setiap masa panen.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung dengan
cara mengalikan jumlah perolehan sarang burung walet dengan harga
standar / Harga Pasaran Umum (HPU) sarang burung walet .

3) Harga standar/Harga Pasaran Umum (HPU) sebagaimana dxmaknnd
ayat (2) pasal xmdxtetq:kanmmpenod:km harga pasar yang
berlaku dengan Keputusan Bupati .

Passal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persemns) dari nilai Jual
perolehan sarang burung walet .

BAB VI1....



BAB VI
CARA PENGHITUNGARN I‘AJAK DAN
WILAYAH P!MUNQ‘(I‘IAN
Pasel 9 :

(l) Besarnya Pajak terhutang dihitung denm mengalikan dasar
pengenaan pqakwbmmmdxmahndm 7 ayat (1) dengan
. tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 8 Pergluran Daerah ini .

(2) Ptgak terhutang dipungut di wilayah Kabupam Demak .

BAB VI :
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TE RRUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10 ¥

'Masa Pajok adalsh jangka wektu yang lamanya 1 (sstu) tahun takwim.
Pasalit .

'Pajdtmmtmgdaimmm& terjadi lﬁjﬂ dmrbmmnyu Surst
‘WP@#M(SKPD).

Pasal 12

() Seuap Wajib Pajak yang melakukan w&a pengambilan dan
pengelolasnm sarang burung walet di Wilayah Kabupsten Demak
bakawajabm mengisi Surat Pemberi Tahuan P@ak Daersh (SPTPD).

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini herus diisi dengan
jelns, benar dan lengkap serta dmndamngam oleh Wajib Pajak atau
Kumnya.

‘(3)SPTPD sebagaimana dimeksud ayat (1) bm'us disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) han setelah berakhirmnya
masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD dxtetapkan oleh Bupati.

BAB VIIX :
TATACARA PERHITUNGAN DAIN
PENETAPAN PAJAK
Pasal 13

)] Berdsm'km SPTPD sebagaimana d:maknnd Pagal 12 ayat (1)
Peraturan Daersh ini, Bupati menetapkan pan terhutang dengsn
 menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud syat (1) Pasal ini tidak atau
; kurang dibayar setelah lewat waktu paling lams 30 (tiga pulub) hari
“sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
‘sebesar 29 (dua perseratus) perbulan dan d:tagih dengan menerbitkan
SKPD.

Pasal 14...........
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Pasal 14

(1) Wajib Pajak yang mengisi sendiri Surat Pembmtshuan Pajak Daersh
(SPTPD) sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daersh
ini digunaksn untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan

, pajak sendiri yang terhutang,

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat mrthgnya pajak, Bupsti
dapat menerbitkan :
a SWKWMPmakmxmgBam(SKPDKB), )
b. Surat Ketetspan Pajak Daersh Korang Bayar Tambahan
(SKPDKBT) ;
c. Surat Ketetapan Pajak Daersh Nihil (SKPDN).
(3) SKPDKB sebagaimann dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini
diterbitkan : ; |
a apabila berdasarken hasil pemeriksaan atan keterangan lain, pajak
terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari
pajak yang kurang stan terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empa!) buhm terhitung sejak saat
terhutangnya pajak .
~ b. apabila SPTPD tidak disampaikan da!am _;augka waktu yang
. ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan
dibitung dari pajek yasg kureng atan terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ompat) bulen terhitung
sejak wterhmmgnyupajak. : :
c. apabila lwwqxban mengisi SPTPD tidak d:penu!n pajak yang
- terhutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebeser 25% (dua puluh lima perseratus) dari
pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dus perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang ateu
terlambat dibaysr untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
)bulanterhnhmgsqaksmtterhu&ngnyapg&
(4)SKPDKBT sebagaimanas dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini
-~ diterbitkan apabila ditemukan data baru stan data yang semula belum

terungkap yang menyebsbkan penambshan jumiah pajak terhutang,
skan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 10%

(sepuluh perseratus) dari jumish kekurangan pajak terhutang

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢ Pasal ini diterbitkan
apabila jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atan pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

- (6) Apabila kewsjiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksnd ayat (2) horuf 2 dan b Pasal ini
tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus)
perbulan.

{7) Penambahan jumiah pajak yang terhutang sabagaimana dimaksud ayat
(4) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri
sebelum dikenakan tindakan pemeriksaan. :
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BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 15 :

(I)Penﬂ)ayaanpqakl)m dilakukan di Kas Daersh atav tempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati sesuai yang d:&antulmn dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. ‘

(2) Apsbila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak herus disetor ke Kas Dserah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh

Bupati. .

(3) Apabila pembayaran pajak dilakukean setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimakend ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua)persendm_umlah ,
pajak terutang dengan menerbitkan STPD.

{(4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini dilakukan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak I)aemh (SSPD)

Pasal 16

{1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atantmm.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terhutang dalem kurun wakin terbentu, setelah
memenuhi persyaratan yang telsh ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana damaksnd ayat (2) Pasal ini
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dm;umlaﬁ pajek yang
belum atau kurang bayar.

(4) Bupati dapet memberikan persetujuan kepada Wajib Pmak untuk
menunda pembayaran pajek sampai batas waktu yang ditentukan
setalesh memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dm_;nmlah pajak yang belum
atan kurang bayar. ~

(5) Perysratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
ayat (2) dan aysat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan
Daersh ini diberikan tanda bukti pombayaran dan dicatat dalam buku
penerimaan pajak.

(2) Bentuk, jenis, igi, kwalitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran
dan buku penerimaan pajak sebagaimana dxmakmd ayat (1) Pasal ini
ditetapkan oleh Bupati.
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BAB X

TATACARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18

: (1) Snrat teguran, Surat Peringatan atau surat !am ‘yang sejenis sebaga:
“awal tindakan pelaksanaen penagihan pajak dxkplum'lmn 7 (tujuh) han
sejak saat jatuh tempo pembayaran,

: jl(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat
- peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajzb*»!’qak harus melunasi
pajak yang terhutang, i

(3) Surat teguran, surat peringatan atan eumt lam yang sejenis
~ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dxtetapknn oleh Bupati atau
Pejabat lain yang ditunjuk. s
; Pasal 19

(1) Apab:la jumlah pajak yang masih harus dtbayw tidak dilunasi dalam
- jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam 'Surat Teguran, Surat
- Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumiah pajak yang harus

K dlbayar ditagih dengan menrbitkan Surat Paksa.

(2) Bupatx menerbitkan Surat paksa segera Melab, lewat 21 (dua puluh

: auu) hmsejaktmgpl Strat'regu'an, SMPmngahnataumm lain

yans sejenis. &

Pasal 20

:ﬁ,‘?iApabnla pajek yang harus dnbayar tidak dilunasi dal’mn jangka waktu 2 x
24 jam sesudah tanggal pemberitashuan Surat Pakda, Bupati atau Pejabat
lain: yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Penngamn Melaksanakan
*Panyxtaan.

5?
¥

‘ Pasal 21
| Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pa_;ak belum  juga melunasi hutang
. pq*nya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
“Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan  permintaan
g penetnpan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelanngegam

4

Pasal 22

;'Se&alah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal Jjam dan tempat
- pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahuksn dengan segera secara
‘ tertulm kepada Wajib Pa_;ak. .

Pasal 23

‘Bentuk, jenis dan isi formulir yang dxpergunaktm untuk pelaksanaan
penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bnpah ﬁau Pejabat lain yang
ditunjuk.
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BAB X1 .
PBNGU‘RANGAN, KER!NGANA@ DAN
PEMBEBASAN PAJAK
‘ Pasal 24 ;
1 (1) Bupat: karena Jabatan atau berdasarkan pormohonm Wajib Pajak
. dnpat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

7 (2) “Tatacara pemberian keringanan, p pengurangan &an pembebasan pajak
L tebagnnnam dimsksud ayat (1) Pasal ini d:tetm;;phqpleh Bupati.

BAB XI1 ;:j‘
S TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
-+ PRNGURANGAN KETETAPAN DAN PE{NGHAPUSAN
¢ ATAU PENGURANGAN SANKSI ADI?INISTRASI
Pasal 25

(l)ﬁupa karena Jabatannya shm stas pmnohonpn anb Pajak dapat
"+ melakukan tindakan :
ﬁ. membetulkan SKPD, SKPDKB SKPDKB’T STPD yang dalam
- penerbitannya terdapat kesalahen tulis, lntlmg dan atau kekeliruan
o dalam penerapan peraturan perundang—unmngan perpajakan
. b membmlkan atan mengurangkan ketetq:u pajak yang tidak
7 benar;
;¢ mengurangksn atau menghapuskan sankm administrasi berupa
- bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam bal sanksi
tersebut dikenaken karena kekhilapan Wﬁx;xb Pajak dan bukan
al ?

(2) Pennohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
©  penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, -
SKPDKB, SKFDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
- 'ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wapi& Pajak kepada Bupati
‘selambat-lambatnya 30 (tiga pulub) hari sejak tanggal diterimanya
-~ SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD den@n memberikan alasan
- yangjelss.
(3) Btmatl paling lama 3 (tiga) bulan se_;ﬁc surat parmohonan
. sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ﬁltenma, sudah harus
memberikan keputusan .

"‘(4) Apsbx!a setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagwmma dimaksud ayat
{3) Pasal ini Bupati tidak memberikan Keputugan, permohonan

- pembetulan, pembatalan, pengurangan kemapandan penghapusan atau
penglmgan sanksi administrasi dianggap dnkahu!kan.

" | BAB XIII |
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26 3

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanﬁm kepada Bupati stas
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a.  Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ; .

b. Surat Ketetapan Pajak Dasrsh Kurang Bayar (SKPDKB) ;

¢. Surat Ketetapan Pajak Daersh Knrmg Bayar Tambahan
(SKPDKBT) ;

.d. Surat Ketetapan Pajak Daersh Lebih Bayar (SKPDLB);

¢. Surat Ketetapan Pajak Daeran Nihil (SKPDN).

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
disampaikan secara tertulis dalam bshasa Indonesia paling lama 3
(tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima
oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadasn di luar
kekuasaannya

(3) Bupati dalam wektu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
* surat permohonan keberatan sebagaimana dimeksud ayat (2) Pasal ini
diterima, harus sudah memberikan keputusan,

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagsimana
dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati tidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hdak
mammda kewsnjiban membayar Pajak.

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagmmana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak
menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 28

Apsabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan
Daerah ini atau Banding sebagsimans dimeksud Pasal 27 Peraturan
Daersh ini dikabulken sebagian atau seluruhnya, kelebiban pembayaran
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
perseratus) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
N Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengambahau kelebihan
pemyaran pajak kepada Bupati secara ﬁertuhs dan menyebutkan
sekurang- kurangnya :

a Nama dan alamat Wajib pajak ;

b. Masa Pajak ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
d. Alasen yang jelas.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua) belas bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayarn pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memberikan
keputusan .
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
dilampaui Bupati tidak meberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap diksbulken dan
SKPDLB harus diterbitkandalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajek mempunyai hutang pajak lainnyn, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimakeud dalam ayat (3) Pasal ini
langsung diperhitungkan untok melunasi terlebih dahulu hutang pajsk
dimaksud.

-(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jengka
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Mombayar kelebihan Pajak (SPMKP).

{6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati
memberikan imbalan berupa bunga sebesar 29 (dua perseratus)
perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkap dengan hutang pajak
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah

ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembaym

BAB XV
KADALUWARSA
Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampani
waktu 5 (lima) tahun) terhitung sejak saat terhutangnya pajsk, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah.

(2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ~ayat (1) Pasal ini
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakea ;
b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajnb P:gak baik lmgstmg
 maupun tidak langsung,.

BAB XVI :
KETENTUANPIDANA
Pasal 32

(1) Wajib Pngak yang karena kealpaannye tidak menyampaikan SPTPD
ateu mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atan melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingge merugikan keuangan daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlsh pajak yang
terhutang,

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampmksn SPTPD satan
mengisi dengan tidak benar stau tidak lengkep atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugiken keuangan Daerah
dapat dipidanakan dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumiah pajak
terhutang
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Pasal 33

Tindak pidana sebawmana dimaksud dalam Pmsl 32 ayat (1) dan (2)
Peraturan Daersh ini tidak dituntut setelah melampani jangke waktu 10
(sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak atan berakhimya Bagian Tahun Pajak amuberakhunya‘l‘ahun
Pajak. ‘ ‘

Pasal 34

(1) Berang siapa karena dengan sengaja tidak melaksanakan kewsjiban
- sebagaimana dimaksud Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan
‘selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) .

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggsaran .

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 35

(1) Pejabat Pegawni Negeri Sipil tertentu di hngkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan di bidang perpajekan deersh. :

{2) Wewmng Penyidik sebagmmanadxmakmd ayat {1) Pm! ini adalah :

‘2  menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Mamkmmganmlapommebutmmad: lengkap dan
jolas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan ketemngan mengengi orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan-perbustan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pxdma perpajekan Daerah

- tersebut ;

¢. memi ketarangan dan bahan bukti dari ormgpnbadx atau badan
sehub dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daersh ;

d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen»dokmnen

~ lain berkennan dengan tindak pidana dtb:dmg perpajakan Daerah ;

e. melakukan penggeledshan untuk mendapatkan bahan buktn

pembukuan,pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta

- melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f meminta bantuan tenaga shli dalam rangka peiaknanm tugas
penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daersh ;

g menywuh berhenti , melarang seseorang memnggalknn ruangan
atan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitasorang dan atan dokumen yeng dibawa

- sebagmimana dimaksud horuf e ayat ini;

h memotret seseorang yang berkaitan dengan tmd& pxdana dibidang
perpejakan Daersh ;

i. memanggil orang untuk didengar ketemqgmmya dm diperiksa
sebagai tersangka atan saksi ; “

menghentikan penyidikan ;-
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kslamarana penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Dacrah menurut hukum yang

dapat dipertanggung jawabkan.

et
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( 3 )Penyndak sebagai maua dimaksud ayat (1) Paaal ini memberitahukan
. dimulainya penyxd:kan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada

- penuntut umum , sepum denganpemtwanperﬁndangmﬂangan yang

: beﬂaku
: /- BAB XVII
PELAKSANAAN, anmm
" DAN PENGAWASAN |
Pasal 36

i

(1) Pelaksa Teknm Peraturan Daersh ini dllaksanakan oleh Dinas
.Pendapatan Daarah atau Dinas lain yang dxtunmk oleh Bupati.

(2) ‘Pembingan gerhadap pelaksana teknis Pmmran Daerah ini
- dlla!manakan;oleh Bupati.

(3) Tengawasm, terhadap pelaksana teknis Peranran Daerah ini
: ldtsandmi oleh BAWASDA. ;

BAB XIX :

KETENTUAN PENUTUP,
ey o Pasal 37
| i
Hal‘ hal  yang belum lengkap dxatur dalam Peratmw Daerah ini sepanjang
mengemn pelaksanasnnya akan diatur lebih lanjut o’nfeh Bupati .

| Pasal 38 ;;f
Pemturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dnﬁniangkan

L
L  Agar sahap orang mengetahumya, mamenﬁmhkan pengundangan
Perahn'an Daereh ini dengan penempatannya dalqn Lembaran Daerah
Khbppaten Demak. -

Ditetapkan ﬁ Domak
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI MMAK

;

Disetujui DFRB Kab, Demak
Dengan Keputyssn Ne.36/KEP. DPR%@Q ENDANG “TYANINGDYAH-,

Diundanskan di Demak ‘
pada tanggal 22 Juli 2002*’
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN _DEMAK

v

mag
NIP. 010072081 %

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
: HQMOR 19 SERI A NOMO% 5.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DE MAK
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
v PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN 4
PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALRT

L PENJELASAN UMUM

Dalam rangks mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi Daersh dlpandmg
perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daersh (PAD) melalui upaya p
sumber-sumber pendapaten baru (ekstensifikasi) maupun optimalisasi penenmm /
intensifikasi  Pendapatan Asli Daersh Menurut kajian ekonomis, kegiatan
pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet mampakhn salah safn sumber
pendapatan Daersh vang cukup potensial.

Berdasarksn Undang-undang Nomor 22 Tabhun 1999 'tentang Pemerintahan
Dmmm&mmmwﬂmm«pen&pmanhm
memegang peranan penting / starategis dalam mndukung ‘pelaksansan otonomi
Daersh.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) Pasal 2 Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tenitang Perubshan ates Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daersh dan Refribusi Daersh, bahwa Daersh Kabupaten dapat menstapkan
Pajak Daersh selain yang diatur dalam ketentuan Undang-undang perpajakan
sepanjang memenuhi kriteria-kriteria yang telsh ditetapkan

Mangmgat usaha pengambilan dan pengelolaan sarang buruag walet memenuhi

 kriteria dan persyaratan yang telsh ditentukan untuk ditetapkan menjadi pajak Daerah,

make guna efektivitas pelaksanaannya parln distur dan dmamkan dalam Peraturen
Daerah. ‘

1L PBNJELASA&N PASAL DEMIPASAL.

Pasal 1 ~ : Pasal ini memuat pengutmn istilah ymg dxpergunalmn dalam
Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang
istilah-istilah  tersebut dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dan salsh pengertian dalam memahami
dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga
baik Wajib Pajak maupun Aperat dalam melaksanakan tugas,
hak dan kewa;:bmnya dapat dicapai tertib administrasi.
Pengertian ini pula diperlukan karena istilah-istilah tersebut
mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang
perpajakan daerah.

Pasal 2 s.d Pasal 38 : Cukup jelas.
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